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KEMENHUB. Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif
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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 84 TAHUN 2018
TENTANG

JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN,

SERTA MEKANISME PENETAPAN TARIF DAN

JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG DIGUNAKAN

Menimbang

UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa
kepelabuhanan pada pelabuhan yang melayani angkutan
penyeberangan diperlukan perubahan terhadap
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 148 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penetapan Jenis, Struktur,
Golongan, dan Formulasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada
Pelabuhan Penyeberangan yang Diusahakan Secara
Komersial;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu
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Mengingat

1.

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan,
serta  Mekanisme  Penetapan  Tarif dan Jasa
Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang Digunakan untuk

Melayani Angkutan Penyeberangan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5884);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 891);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola
Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JENIS,
STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN,
SERTA MEKANISME PENETAPAN TARIF DAN JASA
KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG DIGUNAKAN
MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar
muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh
kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan  pelayaran dan  kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi.

Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat
digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut
dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut
atau di sungai.

Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang
digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau

yang terletak di sungai dan danau.
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10.

11.

12.

13.

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang
digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
Jasa Kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pada
Pelabuhan Laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau
yang digunakan untuk melayani Angkutan
Penyeberangan.

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah merupakan
pelayanan jasa terhadap kapal, penumpang, dan
kendaraan berupa penyediaan dan/atau
pengembangan.

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan
jaringan jalan dan /atau jaringan jalur kereta api yang
dipisahkan oleh perairan untuk  mengangkut
penumpang, kendaraan beserta muatannya.
Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan
atau unit penyelenggara pelabuhan.

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan
terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya
disingkat BPTD adalah wunit pelaksana teknis di
lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
Biaya per Satuan Unit Produksi (Cost Per Unit) adalah
total biaya penyelenggaraan masing-masing jenis jasa
kepelabuhanan dibagi total produksi selama periode
tertentu.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab
dibidang Prasarana dan Sarana Transportasi.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

Perhubungan Darat.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini

meliputi:

a.

b.

C.

d.

e.

f.

(1)

(2)
a.
b.
C.
d.
e.

(1)

jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;

struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;

golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;

pengaturan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;

penetapan tarif dan jasa kepelabuhanan; dan

mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan.

BAB III

JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 3

Pelayanan Jasa  Kepelabuhanan  diberikan dan

diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau

Badan Usaha Pelabuhan.

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

fasilitas untuk kegiatan pelayanan kapal;

fasilitas terminal untuk pelayanan penumpang;
fasilitas untuk pelayanan kendaraan;

fasilitas elektronika, listrik, air, bahan bakar, dan
pengolahan limbah; dan

lahan untuk bangunan, lapangan, periklanan, dan
industri serta gedung atau bangunan yang
berhubungan dengan pemanfaatan layanan

pelabuhan.

Pasal 4

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dikenakan tarif Jasa Kepelabuhanan.



